KERJA SAMA INTERNASIONAL TSP & TCP
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSY

Oleh : Budiman Peranginangin?

o 'Péﬁﬂa'hu'éluan -
Sen‘mg dengan perkembangan teknologi, tindak pidana korupsi telah:_'.-__:-_ )
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' _"berkembang menjadi kejahatan transnasional karena hasil kejahatan tersebut:'{:.-:
._.dlSl_mpan_ atau dibelikan aset di negara lain bahkan pelakunya bersembunyi di”

suatu negara yang dianggap aman. Dengan demikian untuk pemberantasannya
jelas mermerlukan kerjasama internasional / multilateral / regional dan
bilateral. Atas dasar tersebut dlsepakatl “United Nation Convention Agazn.s't -
Corruptzan 2003”. Dalam konvensi tersebut disepakati bentuk kerjasama

mte_mas__xc_)nal yang dapat dilakukan antara lain: ekstradisi, Mutual Lega_l o

Assistance in Criminal Matters (MLA), Transfer of Sentenced Person (TSP)-
art. 45, Transfer of Criminal Proceedings (TCP) - art 47, Joint invesrigation'
aset’ recoveiy dll, Konvensi tersebut dinyatakan berlaku mulai tanggal }4
Desember 2005. Sy
" Banyak negara sebagai pihak dalam konvensi tersebut telah
meratifikasinya. Indonesia baru meratifikasi konvensi tersebut tanggal 21 Maret.
2006. dengan undang-undang No. 7 Tahun 2006 dan dengan diratifikasinya
konvensi tersebut jelas akan mempunyai implikasi terhadap undang-undang
yang telah ada sehingga perlu dilakukan penyesuaiannya dengan isi konvensi.
Bahkan untuk dapat melaksanakan isi konvensi tersebut, Pemerintah RI
terpaksa membuat beberapa undang-undang baru. Untuk tujuan tersebut perIu':
dllakukan berbagai upaya dan kegiatan yang direncanakan dengan baik seperti
seminar, lokakarya dialog dan meminta tanggapan/ pendapat para akademisi
dan praktisi yang berpengailaman, '
Samipai sejauh mana kesiapan Indonesia melaksanakan isi konvensi
tersebut? Kesiapan tersebut dapat dilihat dari: materi ketentuan hukum
yang terkait dengan tindak pidana korupsi, ketentuan mengenai kerjasama
internasional serta organisasi pelaksana dan kemampuan aparatnya yang

' Disampaikan datam Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan
Korupsi, Semarang 22 Mei 2008
I NCB-Interpol Indonesia
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o .dlmlllkl saa‘{ ini. Undangnundang Korupsa k;ta saat ini dlrasakan masih sangat .j_ S
"'5__'.semp1t _]lka diband:ngkan deragan 151 konvensx ketentuan yang mengatur - _
tentang kerjasama mtemasmnaf Indonesxa bam mempunyal UU ekstradisi

_.dan MLA serta perjanpan dengan beberapa negara saja, organisasi dan
BEE 'kemampuan aparatnya masm leblh banyak yang belum mengetahui mengenai - ™,
ketentuan ker_]asama mtemasmnal dalam masalah pidana. Apalagi mengenai. =

| X E “Tmn.sfer of Sentenced Person (15P) / Pemindahan Terpidana™ dan “Transfer

L of ( Crzmmal Proceedmgs (T CP)/ Pemmdahan Proses Pidana”, Istllah ini mas:h £

. "'belum begltu popule1 dalam masyarakat Indonesna

B ’Apakah itu TSP & TCP | - N
f':- : Transfer of Sentencea’ Person (T SF) adalah pemmdahan terpidana dari
suatu negara dlmana terpxclana sedang men_;aiam hukuman karena melakukan

tandak p1dana ke negara asalnya (tempat tmggai tetap) untuk menjalani sisa
hukuman yang harus dijalani di negara diminta,
= _Ap_a_rat Lembaga Pe_masy_ayaka_tan (LP)diIndonesia sering memindahkan

terpideﬁa dari satu LP ke LP lain dalam satu wilayah atau beda wilayah karena
alasan antara lain LPnya sudah terlalu penuh, terpidananya berbahaya, agar
dekat dengan keluarga dan sebagainya. Hal ini diatur dalam UU No. 12 Tahun
1995 tentang Pcmasyarakatan danPPNo. 31/1 999 ps 46-54 mengenal syarat
dan tata cam pemmdahan terp:dana R

Bagalmana _]Ika pemmdahan terpxdana orang asing dari suatu LP
di Indones:a ke LP di negara Iam dan sebahknya'? UU dan atau PP yang
mengaturnya bekum ada Alasan TSP dari suatu negara ke negara peminta
blasanya dlkaxtkan dengan masalah. kemanusman hak asasi manusia,
kesehatan, budaya dan perlindungan atas warga negara. Transfer of Criminal
Proceedings (TCP) adalah pemindahan proses penanganan

suatu tindak pidana dari suatu negara ke negara lain untuk penuntutan
tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

‘Demikian juga halnya Pemindahan Proses Pidana. Pemindahan proses
p[dana di Indonesia juga sering dilakukan dalam penyidikan dan penuntutan
oleh Polri dan Ke_[aksaan Pada awa!nya penyidikan / penuntutan dilakukan
oleh Polres / Kejari kemudian diambil alih oleh Polda / Kejati bahkan dapat
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- -: _- _-d;ambxl al;h oleh Mabes: Po!rl (Baresknm) f Kejagung Pengambil alihan atau__.
o - :-pemmdahan proses pldana tersebut Jelas ada alasan dan ketentuannya, o
L Pemmdahan proses. penyldxkan / penuntutan suatu tindak pidana darj -
i negara lam ke Indonesia dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan
: : .:hukum yang diatur dajam KUHP dan KUHAP. Tetapi sebaliknya, pem;ndahan_;: i
- "_"-;proses penyldlkan / penuntutan suatu tmdak p;dana dars Indonesia ke negara

| "'__Eam belum ada aturannya .

Kerjasama Internasmnal TSP & TCP

Kerjasama TSP dan TCP antar negara, regional atau multilateral sudah_ _
serin g chiakukan terutama di negara-negara Eropa dan negara lain. Kerja sama

tersebut dapat dilakukan diantaranya berdasarkan :

- Konvensi internasional / multilateral / regional dapat dijadikan dasar -
kerjasama antar negara jika negara peminta dan diminta sama-sama turut

menandatangani konvensi tersebut dan telah meratifikasinya, Tetapi
kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional masing-
masing negara.
- Perjarijian'bil.ateral. Walaupun sudah ada p'efjanjian TSP & TCP antar
-negara peninta dan diminta, tidak berarti permintaan TSP/ TCP sudah pasti
... dipenuhi. Ibarat pintu ramah, Perjanjian barulah merupakan kunci untuk
membuka pintu dan ijin masuk. Setelah masuk dan minta sesuatu befum
.tentu dikabulkan karena perlu dipelajari, dianalisa dan dipertimbangkan
(dari berbagai segi termasuk untung ruginya.
~ - Kerjasama antar negara dapat dilakukan walaupun tanpa perjanjian dan
bukan sama-sama negara penandatanganan suatu konvensi. Kerjasama
tersebut dapat dilakukan atas dasar hubungan baik atau resiprositas.
Karena dalam hubungan baik antar negara, biasanya negara diminta
membantu negara peminta secara sukarela tanpa mengharapkan suatu
imbalan tetapi jika negara diminta membantu karena negara peminta
berjanji akan membantu negara diminta apabila meminta hal yang sama
maka kerjasama tersebut dilakukan atas dasar resiprositas.
Kerjasama TSP dan TCP antar negara yang dilakukan dapat berdasarkan
konvensi, perjanjian. hubungan baik atau resiprositas namun harus tetap dalam
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| "_.:batas sepan;ang tkdak bertentangan atau d:}arang oleh peraturan perundang«_:
' 'undangan nasmna! para pkhak Oleh karena itu dasar utama dalam ker}asama S

--3antar negara ada!ah hukum nasmnal masmg-masmg negara

. .: 'Pengaiaman Indonesza dalam kerjasama TSP & TCP _ -
o Indonesm pemah menenma permmtaan TSF dan TCP dari negara = =~ -

"'__iam tetapl Indonema belum pernah mengajukan permintaan TSP: dan TCP -

'kepada negara lain. Walaupun penga}aman Indonesia belum seberapa tetapi -
'; pengataman yang sedlklt tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan
: 'dalam rangka memenuhl kewaj1ban Indonesia setelah meratifikasi Konvensi
'PBB mengenai Pemberantasan Korup51 Lhususnya -dalam - kerjasama
mtematlonal TSP dan TCP. = 8 : ; SRRy |}

Kerjasama TSP yang pemah dilakukan Indonesia antara lain sebagai
berikut: : ' '

- . Permintgan ISP dari RRC (Cing) kepada Pemerintah Indohesz‘a.

““‘Seorang WNI, 50 tahun, laki-laki, ditangkap karena kejahatan narkotika

(ahli meracik). Kemudian dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Setelah

“"menjalani hukuman 3 tahun lebih, keluarganya yang tinggal di Surabaya

‘mengajukan permohonan agar terpidana tersebut dapat menjalani

sisa hukumannya di Indonesia (Surabaya). Interpol Beijing meminta

~ informasi mengenai kebenaran informasi yang diberikan dan mengecek

" mengenai: identitas, hubungan orang-orang tertentu dengan terpidana,

“keadaan ekonomi, kegiatan dan catatan kriminal anak-anak terpidana.

Semua informasi yang diminta Interpol Beijing dipenuhi oleh Interpol
Indonesia.

Pengajuan TSP. Atas dasar permintaan terpidana dan keluarganya,
Pemerintah Cina menyampaikan surat melalui saluran diplomatik dan
menyatakan tidak keberatan melakukan pemindahan terpidana WNI

tersebut ke Indonesia untuk menjalani sisa hukumannya di Indonesia
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'.:'::.:;:"selanjutnya memmta konﬁnnasx kepada Pemermtah RI mengenal dapat _.:
' ;.::"'_':_tldaknya pemmdahau terpxdana tersebut dilakukan. v :

R .fUntuk rnen_]awab permmtaan Lyni Deplu mengadakan rapat koordmas1 . o

-'dan memmtapert:mbanganf tanggapan/ sarar tertuhs dan DePKUMHAM . :

e __-_KEJaBung dan Polri.

| Berdasarkan pertlmbangan / tanggapan saran yang diterima Deplu RI,

."'_-akhlrnya dlputuskan pemmdahan terpidana WNI tersebut ke Indonesxa

| ._ttdak dapat dilakukan karena alasan hukum Indonesia yang mengatur hal

. tersebut belumadadan putusan pengadilan di RRC tidak dapatdiberlakukan -

Codi Indones;a seh:ngga tldak ada dasar hukum bagi Pemerintah RI untuk -.
. memasukkan WNI. tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan d1 Indones;a

.untuk men_] jalani sisa hukumannya

'_:"Perundmgan Pemermtah Indonesza dengan Peranczs untuk membuat
Draft Perjanjian TSP

_ 'Seorang WN Peranc;s dltangkap, dlachh dan dgatuhl hukuman 20 tahun
- ‘penjara di Denpasar Bali karena terbukti memiliki narkotika cukup
' :"banyak Agar terpldana dapat dxtransfer ke Perancis, Pemerintah Perancis
mengirimkan nota diplomatik yang isinya mengusulkan kepada Indonesia

.. untuk mengadakan / membuat Perjanjian mengenai TSP, draft perjanjian

dilampirkan. Setelah diproses dan dipertimbangkan dengan seksama,
'_ imtuk menjaga hubungan baik kedua negara, akhirnya disepakati untuk
: mengadakan perteniuan pembahasan draft perjanjian tersebut. Dalam
_ pertemuan pertama di Depkumham, telah dijelaskan posisi Indonesia
':namun delegam Perancis tetap ingin melakukan pembahasan. Dalam
" pertemuan pertama ini pembahasan berjalan lancar karena belum masuk
 inti isi perjanjian. Pertemuan kedua di Paris mulai terlihat kendala-kendala
~ antara kemauan Perancis dan keinginan Indonesia yang berpedoman hanya
pada UU dan PP yang terkait dengan LP dan terpidana yang berlaku di
Indonesia. Akhirnya terpaksa ditunda penyelesaiannya karena perbedaan
keinginan mengenai antara lain :

- minimal lama hukuman telah dijalani di negara diminta.

- penyesuaian hukuman oleh negara peminta setelah ditransfer.
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ol '-pengurangan hukuman setelah d1transfer (pengampunan amnesty, _ -

- dsb).

: :ji:. - baga:mana dengan terptdana yang dihukum matl atau seumur h:dup

o ..-.. e }ems ke_]ahatan yang diiakukan terpldana

i ' o dsbnya

Kerjasama 'I‘CP

Indonesza pemah ménerima ‘beberapa permintaan penuntutan atas

tersangka pelaku tmdak pxdana WNI di luar- negen diantaranya

Arab Saudl (pencurzan) Mesu (penlpuan dan penggelapan) USA dan
Jepang (pembunuha__n). Berkas perkara (keterangan saksi, barang bukti,

 identitas tersangka) dikirimkan melalui Tnterpol dan saluran diplomatik.

Tersangka pelaku kejahatan di Saudi Arabia dan Mesir dapat ditemukan

' di Indonesm tetapl t:dak dapat dilakukan penuntutan di Indonesia karena
' kedua negara tersebut kurang kerjasama dalam meiengkap: keterangan
___sa_k__s; d_an _b_a_rang buktl__ses_ual ketentuan yang berlaku di Indonesia.

: Tersangka pelaku pembunuhah di USA dapat diadili dan dihukum oleh
. Pengadllan di Jakarta karena mulai dari penyidikan dan penuntutan
'tersangka di pencradllan kepolisian USA selalu membantu dan bekerjasama
'dengan baik dan lancar dengan penytdak Polri. Tetapi tersangka pelaku
pembunuhan di atas kapal laut berbendera Jepang yang sempat ditahan

| - oleh penyidik Polri, terpaksa dilepas oleh penyidik Polri karena Jepang

tidak dapat membantu penyidik Polri dalam pengambilan keterangan para
saksi, denah TKP dan rekonstruksi kejadian dalam waktu sampai saat ini.
Hasil penyidikan dan berkas perkara yang sudah lengkap yang dibuat oleh
kepolisian Jepang tidak dapat bulat-bulat dilimpahkan kepada Penuntut
Umum.

Perjanjian TCP antara Indonesia dengan negara peminta belum ada.

Dalam setiap permintaan penuntutan atas tersangka pelaku tindak pidana
kepada Indonesia, yang harus diperhatikan dengan baik adalah mengenai
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' '._".‘_‘_ngehangan penuntutan”. Adanya permintaan TCP suatu perkara pidarié:_" :
- darl negara lain kepada Indonesia sudah tentu karena ada alasan yang -
T f'_'f'ktiéf'iﬁisafﬁ)éa k'éi'éha'péia'kunyé WNI dan berada di Indonesia, saksi dan
“barang buktidi Indonesxa sebagaan tempat kejadian perkara di Indonesna %,

- -'-"':::':__":Indones13 leblh berkepentmgan dan sebagainya.

;_Kewenangan penuntutan dapai dilihat .pada Buku Kesatu KUHP
Kewanangan tersebut dapat dilihat antara lain dari : -

- -Tempar Kejadzan Perkara

g 'Sebagtan atau seIuruhnya TKP terjadl di wzlayah yurisdiksi Indonesia ps
"':52dan3) . :

- _'Kewarganegaraan tersan gka

' Hukum Pidana Indonesia menganut asas nasionaliteit aktif, Setiap warga
negara Indonesia dimanapun ia berada, tunduk pada hukum yang berlaku
di Indonesia (KUHP, ps. 5). Oleh karena itu, jika negara lain mengajukan
permintaan TCP untuk penuntutan tersangka WNI kepada Indonesia,
dapat diterima dan diproses sesuai KUHAP.

- Double criminality.

Perbuatan yang dilakukan adalah merupakan tindak pidana berdasarkan
hukum negara peminta dan hukum Indonesia.

- Hapusnya kewenangan penuntutan,

Kewenangan penuntutan atas seorang pelaku tindak pidana dapat dilihat
dari batas waktu penuntutan, nebis in idem, tersangka meninggal dunia,
dlL.

- Berkas perkara yang diserahkan Negara Peminta.

Apakah dokumen berkas perkara yang diterima dari Negara Peminta dapat
diterima dan berlaku menurut hukum Indonesia ?
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: KESIMPULAN DAN SARAN

engantxsxpam memngkatnya penn:ntaan TSP pada masa__ﬁ_' o

mendatanfr dan perlunya dasar dan pedoman da]am menanggapx permmtaan PR

= dari negara lam untuk mengadakan perjm_;lan TSP dengan. Indones:a serta .

- ".-guna menun_;ukkan kesermsan Pemermtah Indonesza dalam melindungi : -

-'-warganegaranya sudah saatnya dlbuat Undang—Undang TSP yang_ iy

o -mengakomodlr kepentmgan Indonesm

Walaupun tanpa undang-undang dan 'pex.‘jar'ajiah" TCP, kerjééama
internasional TCP dapat dilakukan namun karena kerjasama dalam TCP ini
kemungkman ada kaitannya dengan kepentingan nasional seperti politik,

ckonomi, budaya, keamanan dan sebagainya, undang-undang dan per_]anJIan
TCP diperlukan sebagai alat kontrol kerJasama sebagai dasar dan pedoman
para pelaksana: serta menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam
kerjasa_zﬁa internasional pemberantasan korupsi. -
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